KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 12 TAHUN 1993

TENTANG

PEMBERIAN KUASA UNTUK MENANDATANGANI SURAT/SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDANYA SERTA KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN

KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

Menimbang
: a.   Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pemberian Pensiun Janda/Dudanya, telah diberikan kuasa kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk menandatangani Surat/Surat Keputusan Pemberhentian dan Pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun dan pemberian pensiun janda/dudanya serta kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d kebawah. 
b. Untuk lebih memperlancar penyelesaian pemberian pensiun dan meningkatkan pelayanan kepada Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu untuk memberikan kuasa kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Administrasi Negara untuk menandatangani Surat/Surat Keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun dan pemberian pensiun janda/dudanya serta kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Golongan ruang IV/a kebawah.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Peminadahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058), juncto Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991, tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Peminadahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), jis Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Nomor 21), Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 90) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 21)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pemberian Pensiun Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3392).

5. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

6. Keputusan Presiden Nomor 240/M Tahun 1987 tanggal 29 September 1987.

7. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1988 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

8. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 211/KEP/1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah I Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Yogyakarta.
9. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 212/KEP/1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah II Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Surabaya.

10. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 213/KEP/1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah III Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Bandung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
:

PERTAMA
:   Memberi kuasa kepada Kepala Kantor Wilayah I, II dan II Badan Administrasi Kepegawaian Negara atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk atas nama Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menandatangani surat/surat keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun, pensiun janda/dudanya dan bagianpensiun janda/dudanya surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala dan daftar nominatif serta kenikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a kebawah, sesuai dengan wilayah kerjanya.

KEDUA
:  Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama termasuk juga :
a. Pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sebelum 1 Januari 1971.

b. Pemberian pensiun janda/duda bagi Pegawai Negeri Sipil /pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia sebelum 1 April 1989.

KETIGA
:  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT
: Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  : Jakarta

Pada tanggal  : 19 April 1993

KEPALA

BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

WASKITO REKSOSOEDIRJO

NIP. 180000429

Tembusan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :
1. Semua Menteri yang memimpin Departemen.

2. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

3. Semua Kepala Staf Angkatan dan KAPOLRI.

4. Jaksa Agung Republik Indonesia.

5. Semua Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Departemen.

6. Semua Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.

7. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.

8. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri. 

9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

10. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.

11. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

12. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

13. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

14. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat.

15. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

16. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Timor Timur.

17. Semua Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di Propinsi Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Timor Timur.

18. Semua Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran pada Propinsi Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Timor Timur.

19. Semua Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara pada Propinsi Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Timor Timur.

20. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen dan Lembaga Pemerintahan Non Departemen pada Propinsi Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Timor Timur.

21. Semua Kepala Kantor Wilayah Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
22. Semua Kepala Biro Keuangan Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I pada Propinsi Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Timor Timur.

23. Semua Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah Tingkat II pada Propinsi Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Timor Timur.

24. Direktur Utama PT. TASPEN (PERSERO).

25.  Semua Kepala Cabang Utama/Cabang PT. TASPEN (PERSERO) pada Propinsi Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Timor Timur.

